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ABSTRAK 

ANDI YAOMIL KHAERIAH ALFIH (B011191393), dengan judul “Analisis 
Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak 
Jenis Low Explosive Untuk Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan 
Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN TLI)”. Di bawah bimbingan Abd. Asis 
sebagai pembimbing utama dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai 
pembimbing pendamping. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil 
atas tindak pidana turut serta melakukan penangkapan ikan penggunaan 
bahan peledak dan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim 
dalam putusan perkara pidana atas turut serta pada tindak pidana 
penggunaan bahan peledak jenis low explosive untuk penangkapan ikan 
pada studi kasus putusan nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN TLI. 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum 
yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta 
dianalisis secara preskriptif-normatif. 
 
Adapun hasil penelitian kepustakaan, yaitu: (1) Penerapan hukum pidana 
materil atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tepat. Namun, 
Jaksa masih memiliki keraguan dalam menyusun dakwaannya sehingga 
menggunakan dakwaan alternatif. Hal tersebut didasarkan pada 
terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dengan Pasal 8 ayat (1) Jo. 
Pasal 100B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan. (2) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 
secara proporsional dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku 
dalam putusan nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli telah sesuai, baik dari aspek 
yuridis maupun non yuridis. 
 
Kata kunci: Bahan Peledak; Tindak Pidana Perikanan; Turut Serta; 
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ABSTRACT 

ANDI YAOMIL KHAERIAH ALFIH (B011191393) with title “Judicial 
Analysis of Participation in the Crime of Using Low Explosive Type 
Explosive for Fishing (Case Study of Decision Number 
35/Pid.B/LH/2020/PN TLI)”. Under guidance by Abd.Asis and Andi 
Muhammad Aswin Anas  
 
This reseach aims to determine the application of material criminal law for 
the criminal act of participating in fishing using explosives and to analyze 
the legal considerations of the panel of judges in the decision of a criminal 
case regalding participating in the criminal act of using low explosives for 
fishing in a case study decision. Number 35/Pid.B/LH/2020/PN TLI. 
 
This research uses normative legal research methods with a statutory 
approach and a case approach. The legal materials used are primary, 
secondary and tertiary legal materials, and are analyzed in a prescriptive-
normative manner. 
 
The results of the literature research are: (1) The application of material 
criminal law to criminal acts committed by the Defendant is correct. 
However, the prosecutor still had doubts in formulating his indictment so he 
used alternative charges. This is based on the fulfillment of the elements in 
Article 1 paragraph (1) of the Emergency Law of the Republic of Indonesia 
Number 12 of 1951 with Article 8 paragraph (1) Jo. Article 100B Law of the 
Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law 
of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 concerning Fisheries. (2) 
The Legal Considerations of the Panel of Judges in imposing proportional 
criminal sanctions on the perpetrator in decision number 
35/Pid.B/LH/2020/PN Tli are appropriate, both from juridical and non-
juridical aspects. 
 
Keyword: Explosives; Fisheries Crime; Participate; 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
 

       Indonesia yaitu negara kelautan yang bagiannya didominasi 

wilayah perairan yaitu sekitar 5,8 juta kilometer persegi atau sekitar 

70% dari total luas wilayah Indonesia. Perairan regional Indonesia 

terdiri dari laur teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan daratan. 

Samudera Indonesia dikelilingi oleh dua benua, sebagian besar Asia 

dan Australia, serta dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. 

Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya laut yang melimpah, 

antara lain ikan, udang, cumi-cumi, dan kerang. Selain itu, sumber daya 

mineral yang terdapat di laut Indonesia antara lain minyak dan gas, 

serta berbagai mineral lain yang terdapat di dasar laut.1 Namun, 

sebagai negara kelautan, Indonesia juga menghadapi berbagai 

tantangan dan masalah, seperti penangkapan ikan secara ilegal, 

penangkapan ikan berlebihan, kerusakan terumbu karang, dan polusi 

laut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai 

cara untuk menjaga keberlangsungan sumber daya perairan dengan 

mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatur 

pengelolaan sumber daya perairan.2 Sebuah fenomena yang berkaitan 

 
1 Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2021, Statistik Kelautan dan Perikanan Indonesia 
2021, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. 
2 Amri, K., Ningsih, N.S., & Widjaja, E.A., 2019, The role of marine spatial planning in 
promoting sustainable marine resource management in Indonesia, Marine Policy, 103, 
hlm.39-46. 
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dengan praktik ilegal dalam penangkapan ikan di Indonesia. Praktik ini 

sering dilakukan oleh penangkap ikan yang tidak bertanggung jawab 

dengan penggunaan bahan peledak jenis low explosive dalam proses 

penangkapan ikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan 

Republik Indonesia Nomor 5 tentang Pembinaan dan Pengembangan 

Industri Bahan Peledak, dimana bahan peledak jenis low explosive 

berdaya ledak rendah adalah bahan perusak yang digunakan sebagai 

propelan, yang meliputi bubuk hitam, bubuk tanpa asap, propelan roket, 

dan propelan cairan.3 

       Praktik penangkapan ikan dengan penggunaan bahan peledak 

jenis low explosive tersebut sangat merugikan keberlangsungan hidup 

ikan serta lingkungan laut secara keseluruhan. Selain itu, praktik ini juga 

dapat membahayakan keselamatan manusia dan memicu kerusakan 

lingkungan laut.  

       Dalam perspektif hukum, praktik penangkapan ikan dengan bahan 

peledak jenis low explosive dilarang dikarenakan suatu perbuatan yang 

dapat melanggar Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya 

disingkat UURI) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (disingkat 

UURI Perikanan, 2009) dan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

 
3 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016, pasal 6 ayat (4) 
dan (5). 
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Lingkungan Hidup. Perbuatan ini juga dapat dijerat dengan tindak 

pidana dengan ancaman pidana berat.  

       Untuk mengatasi fenomena ini, pemerintah dan masyarakat perlu 

bekerja sama dalam mengawasi dan mencegah praktik penangkapan 

ikan yang tidak bertanggung jawab, termasuk penggunaan bahan 

peledak jenis low explosive. Diperlukan edukasi yang lebih luas tentang 

bahaya praktik tersebut dan perlu ada sanksi yang lebih tegas untuk 

pelaku yang melakukan tindakan ilegal tersebut. Selain itu, 

pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat untuk memastikan 

penangkapan ikan yang berkelanjutan dan terhindar dari praktik yang 

merugikan dan merusak lingkungan laut.4 

       Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang berbunyi: 

(1) Setiap orang yang mengalami, melihat menyaksikan, dan atau 
menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak 
untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik 
dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. 

(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk 
melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan 
umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika 
itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.  

 
       Mengingat betapa komprehensifnya usaha dibidang perikanan, 

tindakan terbaik yaitu dengan mematuhi regulasi yang ketat dan 

menyeluruh agar dapat memberikan dampak positif bagi 

kesinambungan usaha UURI Nomor 9 Tahun 1985 mengenai 

 
4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.  
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Perikanan, terdapat rencana strategis untuk mengembangkan 

perikanan pada tingkat politik, sosial, dan ekonomi, serta dari segi 

pemenuhan hukum laut nasional. Ternyata kehadirannya belum 

merangkum aspek pengelolaan sumber daya ikan yang tidak 

mengharapkan perkembangan hukum dan aset inovasi. Dengan 

demikian, UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disahkan. 

Peraturan ini juga tidak mampu mengharapkan unsur inovatif dari 

potensi kepentingan hukum, sehingga UURI Perikanan, 2009 

ditetapkan. Pengaturan perikanan merangum pemanfaatan sumber 

daya ikan secara terkendali untuk menjamin kemajuan usaha dan 

menjaga kelestarian sumber daya ikan.5 

       Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Tolitoli yang 

merupakan bagian yang mencakup perairan laut di dalam bagiannya, 

dan mempunyai kekayaan ikan yang sangat besar, maka masyarakat 

daerah setempat berkewajiban untuk mengamankan dan 

menyelamatkan sumberdaya tersebut untuk tetap lestari dan 

terpelihara. Penanganan dan pemanfaatannya merupakan 

kewenangan daerah di wilayah laut sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 

 
5 Djoko Tribawono, 2018, Hukum Perikanan Indonesia, cet. Ke 2, PT Citra Aditya Bakti, 
hlm.4 
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tentang Perikanan dan UURI Perikanan 2009 mencakup eksplorasi, 

eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan laut di wilayah hukumnya.6 

       Penulis meninjau hukum pidana terhadap peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan penggunaan bahan peledak untuk 

penangkapan ikan, seperti UURI Perikanan, 2009 bahwa penggunaan 

bahan peledak untuk penangkapan ikan merupakan tindak pidana yang 

merugikan lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, penulis 

menekankan pentingnya pemberian sanksi kejahatan terhadap pelaku 

penangkapan ikan menggunakan bahan peledak untuk menangkap 

ikan di laut.7 

         Hukum kelautan dan perikanan harus benar-benar dikaji, 

sehingga pada kasus-kasus seperti penangkapan ikan dengan 

menggunakan bahan peledak menyebabkan sumber daya ikan 

berpotensi mengalami penurunan dikarenakan metode penangkapan 

ikan yang digunakan masyarakat dikategorikan tidak aman bagi 

kelestarian lingkungan.8 Akibat terjadinya penggunaan bahan peledak 

untuk penangkapan ikan, sumber daya perikanan di Indonesia 

mengalami penurunan, khususnya di wilayah perairan Desa Kabetan, 

Kecamatan Ogoidede, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, di 

 
6 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 tahun 2004 tentang Perikanan yang mencakup ekplorasi, eksploitasi, konservasi dan 
pengelolaan laut sebatas wilayahnya.  
7 Nugroho, S., 2019, Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penangkapan Ikan dengan Bahan 
Peledak di Laut, Jurnal Yudisial, Vol.12(2), hlm.223-240. 
8 Gatot Supramono, 2011, Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan, 
PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.3-4 
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Pulau Kabetan tanggal 26 Desember 2019 terjadi kasus pelaku turut 

serta pada tindak pidana menggunakan bahan peledak jenis low 

explosive untuk menangkap ikan sehingga mengakibatkan banyak 

sumber daya alam laut menjadi rusak. 

        Menganalisis secara yuridis tentang pelaku turut serta pada 

Penggunaan bahan peledak jenis low explosive secara ilegal untuk 

penangkapan ikan harus dihukum sesuai dengan penegakan hukum 

tindak pidana perikanan. Kasus yang penulis angkat dalam penelitian 

ini adalah turut serta pada tindak pidana penggunaan bahan peledak 

jenis low explosive untuk penangkapan ikan yang dilakukan oleh 

Rahman Handa Alias Rahman di wilayah laut pulau Kabetan Desa 

Kabetan Kecamatan Ogoidede Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi 

Tengah. Dalam dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut 

Umum dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli dalam kasus ini, 

memberikan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 

100B UURI Perikanan, 2009.  

       Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

perlindungan hukum terhadap sumber daya ikan di Indonesia serta 

memberikan pandangan terhadap pelaku yang terlibat penggunaan 

bahan peledak jenis low explosive dalam tindak pidana penangkapan 

ikan. Dalam penelitian ini, berdasarkan hal diatas menjadi suatu yang 

melatarbelakangi penulisan dengan mengangkat judul dalam tulisan 

ilmiah “Analisis Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana 
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Penggunaan Bahan Peledak Jenis Low Explosive Untuk 

Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 

35/Pid.B/LH/2020/PN. Tli). 

B. Rumusan Masalah 
 

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil atas turut serta 

pada tindak pidana penggunaan bahan peledak jenis low explosive 

untuk penangkapan ikan? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap 

penjatuhan pidana pada pelaku turut serta pada tindak pidana 

penggunaan bahan peledak jenis low explosive untuk penangkapan 

ikan (studi kasus keputusan nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli)? 

C. Tujuan Penelitian 
 

       Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut berdasarkan rumusan 

masalah di atas: 

1.  Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil atas turut 

serta pada tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk 

penangkapan ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 

35/Pid.B/LH/2020/PN Tli) 

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam 

putusan perkara pidana atas turut serta pada tindak pidana 

penggunaan bahan peledak jenis low explosive untuk penangkapan 

ikan (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli) 
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D. Kegunaan Penelitian 
 

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan, sebagai berikut:  

1. Kegunaan teoritis  

      Penulisan ini diharapkan dapat menjadi media implementasi 

dalam mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan 

khsususnya isu-isu termasuk pemanfaatan bahan peledak dalam 

pelanggaran di bidang perikanan. 

2. Kegunaan praktis 

       Dapat digunakan sebagai bahan data bagi Peneliti lain untuk 

menyusun makalah ilmiah yang terkait dengan judul tersebut. 

E. Keaslian Penelitian  

1) Andi Tiara Dwi Sartika Argan di Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan menggunakan 

Bahan Peledak (Studi Kasus Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2016/PN. 

Mam)”. Dalam penelitian tersebut rumusan masalah yang dikaji oleh 

Andi Tiara Dwi Sartika Argan diantaranya: 

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penangkapan ikan 

dengan bahan peledak dalam wilayah Pengadilan Negeri Mamuju 

2. Apa tanggung jawab pidana dan kewenangan investigasi untuk 

pelanggaran terkait penangkapan ikan dengan bahan peledak. 

2) Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana 

Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak (Studi 
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Kasus Putusan Nomor 55/Pid.Sus-LH/2016/PN. Snj)”, yang ditulis 

oleh Annisa Dian Humaera mahasiswa dari Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Alauddin pada tahun 2018. Berdasarkan rumusan 

masalah yang dikaji oleh Annisa Dian Humaera diantaranya sebagai 

berikut:  

1. Faktor apa saja yang berkontribusi terhadap prevalensi tindak 

kriminal yang melibatkan bahan peledak saat menangkap ikan di 

Kabupaten Sinjai? 

2. Bagaimana cara pertimbangan hakim dalam putusan nomor 

55/Pid.Sus-LH/2016/PN. Snj? 

       Berdasarkan keaslian penelitian dari Andi Tiara Dwi Sartika Argan 

dan Annisa Dian Humaera dalam skripsi diatas terdapat perbedaan 

pada judul dan rumusan masalah yang akan dikaji oleh Penulis. Pada 

penelitian ini penulis mengkaji dengan judul “Analisis Turut Serta Pada 

Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak Jenis Bahan 

Peledak Jenis Low Explosive (Studi Kasus Putusan Nomor 

35/Pid.B/LH/2020/PN TLI). “Penelitian ini fokus pada pelaku turut serta 

yang melibatkan penggunaan bahan peledak jenis low explosive untuk 

penangkapan ikan dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil karena ikut serta 

dalam perbuatan melawan hukum penangkapan ikan dengan bahan 

peledak rendah? 
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2. Bagaimana pendapat hukum majelis hakim terhadap penerapan 

Penggunaan bahan peledak merupakan tindakan kriminal berdaya 

ledak rendah untuk menangkap ikan (studi kasus putusan nomor 

35/Pid.B/LH/2020/PN Tli)?? 

F. Metode Penelitian  
 

1. Jenis Penelitian 

      Jenis Penelitian yang Penulis gunakan yakni penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum doktrinal merupakan nama lain dari 

penelitian hukum normatif. Proses penelitian hukum normatif 

meliputi tata cara menelaah dan menganalisis hakikat hukum 

sebagai norma, hukum, aturan, asas, doktrin hukum, teori hukum, 

dan konsep-konsep terkait lainnya untuk memahami dan 

menerapkan masalah hukum yang diteliti.9 

       Penelitian ini ditunjukkan untuk mendapatkan hal-hal yang 

besifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library 

research). Penelitian dengan menghubungkan permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, 

penelitian kepustakaan (library research) diketahui bahwa jurnal, 

kamus, buku, putusan hakim, peraturan perundang-undangan 

dikumpulkan dan di analisis untuk menentukan relevansinya dengan 

kebutuhan dan rumusan masalah.10 

 
9 Muhaimin,2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm.48 
10 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers, 
Jakarta, hlm.51 
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2. Pendekatan Penelitian 

          Berikut ini adalah strategi penelitian yang digunakan penulis 

sebagai berikut: 

Pendekatannya ialah peraturan perundang-undangan (Statute 

Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk meneliti 

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan 

masalah hukum yang akan penulis kaji.11 Sedangkan pendekatan 

kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan 

dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki 

kekuatan tetap terkait dengan penelitian hukum yang sedang 

dihadapi.12 Dalam penulisan ini penulis menerapkan metode 

penelitian normatif dalam kasus putusan Nomor 

35/Pid.B/LH/2020/PN Tli. 

3. Bahan Hukum 

     Dalam hal ini sumber bahan hukum yang penulis gunakan 

sebagai berikut: 

a. Sumber Bahan Hukum Primer 

      Bahan hukum primer memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 

Sumber hukum primer memiliki kekuatan hukum tetap sesuai 

 
11 Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik 
Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.42. 
12 Ibid., 
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dengan tujuan penelitian tertentu.13 Perundang-undangan, surat-

surat resmi atau risalah yang digunakan dalam pembuatan peraturan 

perundang-undangan, serta keputusan-keputusan pengadilan, 

adalah contoh-contoh bahan hukum primer (Yurisprudensi).14 

     Bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini meliputi: 

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 

tentang Peraturan Hukum Pidana. 

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

tentang hukum Acara Pidana dan peradilan 

3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 2004 

4) Putusan Pengadilan Nomor 35/Pid.B/LH/2020/PN Tli. 

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder  

       Sumber hukum sekunder adalah sumber yang menguraikan 

prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta pendapat para ahli hukum 

yang berkualifikasi tinggi.15 

      Bahan hukum sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini 

berkaitan dengan subjek penelitian, literatur, dan buku yang ditulis 

oleh para ahli. Sehingga nantinya Anda dapat memperoleh informasi 

 
13 M Syamsuddin dan Salman Luthan, 2018, Mahir Menulis Studi Kasus Hukum, Kencana, 
Jakarta, hlm.135 
14 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, 
Jakarta, hlm.144 
15 Ibid, hlm. 182 
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mengenai permasalahan tersebut dan mendapatkan informasi 

terkini.  

c. Sumber Bahan Hukum Tersier 

     Bahan hukum tersier berupa artikel, tesis, internet, kamus hukum, 

buku pemancingan, dan fakta-fakta lain yang akan penulis selidiki. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

      Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research) dan analisis putusan nomor 

35/Pid.B/LH/2020/PN. Tli.  

Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 

2 (dua) cara, yakni: 

a. Offline, yaitu dengan melakukan penelitian literatur yang 

sebenarnya, seperti berkunjung perpustakaan daerah, toko-toko 

buku serta perpustakaan kampus Universitas Hasanuddin. 

b. Online, khususnya melalui pencarian internet dan penggunaan 

ebook (electronic book) yang berguna untuk mengumpulkan 

bahan sekunder dalam penelitian ini. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis diterapkan menggunakan metode analisis preskriptif-

normatif. Analisis preskriptif yaitu memberikan argumentasi terhadap 

hasil penelitian yang dilaksanakan dengan memberikan penilaian 

terkait objek yang diteliti apakah bagian tersebut sudah tepat, sudah 

ditetapkan, dan harusnya sesuai dengan peraturan. Penelitian ini 
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dianalisis dengan cara setuju, mendukung, memberi komentar, atau 

pendapat yang selanjutnya membuat sebuah kesimpulan terhadap 

hasil penelitian melalui pemikiran sendiri dengan dibantu kajian 

pustaka.16 

 

 

 

  

 
16 Muhaimin, Op.Cit., hlm.71 


